TOPIKUTAMA 


Tantangan 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 


FIRMAN M. HUTAPEA 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 



UNDANG-UNDANG Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang hingga saat ini sudah berfungsi efektif 
hampir sepuluh tahun. Lebih dari 82% daerah otonom 
provinsi, kabupaten dan kota telah memiliki Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun dan ditetapkan 
berdasarkan undang-undang tersebut beserta peraturan- 
peraturan turunannya. Namun demikian, mengingat 
RTRW yang telah disusun tersebut pada umumnya belum 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) yang lebih operasional, maka pada tahap 
perencanaan masih terdapat tantangan yang besar, yaitu 
bagaimana mendorong setiap pemerintah daerah yang 
telah memiliki RTRW agar segera menyusun RDTR. Apabila 
semua RTRW tersebut telah dilengkapi dengan RDTRnya 
maka dapat dikatakan bahwa era perencanaan tata ruang 
telah terlampaui, dan tinggal memasuki era pemanfaatan 
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai 


proses implementasi dari rencana-rencana tata ruang 
wilayah tersebut. Dalam proses implementasi tersebut, 
pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk 
menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana 
tata ruang serta agar tujuan penataan ruang yang diarahkan 
untuk terciptanya ruang wilayah yang aman, nyaman, 
produktif dan berkelanjutan dapat tercapai. 

Sebagai suatu upaya tertib tata ruang, pengendalian 
pemanfaatan ruang dilakukan melalui empat instrumen, 
yakni pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 
disinsentif, serta pengenaan sanksi. Tiga instrumen yang 
pertama pada hakekatnya bersifat pencegahan atau proses 
pengendalian sebelum suatu penyimpangan pemanfaatan 
ruang terjadi (ex-ante). Sedangkan instrumen yang keempat 
bersifat kuratif atau represif berupa penindakan atau 
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang 
telah terjadi (post factum). 


GAMBAR 1: EMPAT INSTRUMEN PENGENDALIAN 


A 
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Dalam mencapai tertib tata ruang 
sejauh mungkin diusahakan agar upaya 
pencegahan lebih dikedepankan daripada 
penindakan. Penindakan terhadap 
suatu kesalahan atau pelanggaran 
pemanfaatan ruang pada umumnya tidak 
dapat atau setidaknya membutuhkan 
waktu yang lama dan biaya yang besar 
untuk memulihkan kondisi fisik ruang 
yang salah pemanfaatannya menjadi 
peruntukan semula atau seperti yang 
ditetapkan dalam RTRW. Sebagai contoh 
pelanggaran tersebut adalah seperti lahan 
sawah beririgasi teknis yang terlanjur 
ditimbun untuk kawasan terbangun, 
atau hutan lindung yang sudah terlanjur 
dijadikan lahan perkebunan. Apabila 
kegiatan tersebut dihentikan atau 
dinyatakan status quo, bagi pelaku 
atau pihak yang memanfaatkan ruang 
berarti modal yang telah ditanamkan 
akan terhenti. Selain itu, dalam kondisi 
seperti itu masyarakat pada umumnya 
juga dapat terkena dampak negatif dari 
eksternalitas pemberhentian kegiatan 
tersebut. Dengan demikian, akibat dari 
suatu penindakan atas pelanggaran 
pemanfaatan ruang sebenarnya tidak 
menguntungkan bagi semua pihak, 
termasuk bagi masyarakat pada 
umumnya. 

Oleh karenanya pencegahan 
terhadap pelanggaran pemanfaatan 
ruang harus lebih banyak mendapat 
perhatian. Upaya tersebut dapat 
dilakukan dengan cara mengefektilkan 
tiga instrumen pertama pengendalian. 

PENGATURAN ZONASI 

Pengaturan zonasi meliputi arahan 
peraturan zonasi sistem nasional, 


GAMBAR 2: ZDNING MAP DAN TABEL ITBX 

arahan peraturan zonasi sistem provinsi, 
dan peraturan zonasi pada wilayah 
kabupaten/kota. Peraturan zonasi 
kabupaten/kota merupakan penjabaran 
dari ketentuan umum peraturan zonasi 
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota, yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah kabupaten/ 
kota. Peraturan zonasi kabupaten/kota 
merupakan prasyarat yang penting bagi 
terlaksananya tiga instrumen lainnya, 
yaitu menjadi dasar dalam pemberian 
insentif dan disinsentif, pemberian izin, 
dan pengenaan sanksi. 

Sebagai kelengkapan dari rencana 
detail tata ruang (RDTR), PZ berisi 
kententuan-kententuan tentang 
persyaratan pemanfaatan ruang sektoral 
dan kegiatan untuk setiap blok dan zona 
peruntukan yang penetapan zonanya 
ditentukan dalam RDTR. Zonasi itu 
sendiri adalah pembagian kawasan ke 
dalambeberapa zona sesuai dengan fungsi 
dan karakteristik semula (eksisting) atau 
yang diarahkan bagi pengembangan 
fungsi-fungsi lain yang berbeda dengan 
peruntukan semula. Pengaturan zonasi 
memuat ketentuan mengenai: jenis 
kegiatan yang diperbolehkan (diberi 
notasi I), diperbolehkan secara terbatas 
(T), diperbolehkan dengan syarat (B), 
dan tidak diperbolehkan (X); intensitas 
pemanfaatan ruang; prasarana dan 
sarana minimum; serta ketentuan lain 
yang dibutuhkan. Dengan demikian, PZ 
merupakan instrumen pengendalian 
yang sangat penting sebagai dasar dalam 
pemberian perizinan, insentif atau 
disinsentif pemanfaatan ruang, serta 
pengenaan sanksi. 

Penyusunan RDTR dan PZ 


memerlukan waktu, keahlian, peralatan 
serta biaya yang tidak sedikit, sedangkan 
dinamika yang terjadi di lapangan 
memerlukan segeraketentuan-ketentuan 
tersebut, maka dapat dilakukan beberapa 
langkah strategis agar tertib tata ruang 
tetap dapat diupayakan secara optimal. 
Pada kondisi dimana RDTR dan PZ 
belum tersedia, fokus pengawasan, 
pengendalian dan penertiban secara 
umum dapat diarahkan untuk menjaga 
terpeliharanya fungsi kawasan-kawasan 
lindung, baik kawasan lindung yang 
memberikan perlindungan kawasan 
bawahannya, kawasan perlindungan 
setempat, maupun kawasan-kawasan 
lindung lainnya. Dalam perspektif 
pengendalian pemanfaatan ruang, 
mempertahankan eksistensi dan luas 
tutupan hutan lindung, cagar alam, 
suaka margasatwa, taman-taman 
nasional dan hutan rakyat, serta lahan 
gambut, adalah sangat strategis. Hal 
itu akan memberikan dampak pada 
keseimbangan lingkungan dalam jangka 
panjang, seperti terpeliharanya tata air, 
meminimalisasi terj adinya bencana alam 
akibat ulah manusia (man-made natural 
disasters) seperti banjir, kekeringan 
dan tanah longsor, serta lestarinya 
keanekaragamanan hayati yang juga 
dapat menjadi modal pembangunan di 
masa depan. 

Demikian pula, mengupayakan 
tegaknya ketentuan-ketentuan sempadan 
bangunan, sempadan sungai dan danau, 
serta sempadan pantai, sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, juga bersifat 
sangat strategis. Oleh karena garis-garis 
sempadan itu merupakan pertemuan 
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antara ruang publik dan ruang privat, 
maka penegakkan terhadap pengaturan 
sempadan-sempadan tersebut akan 
memberikan kontribusi yang besar 
dalam terciptanya tata ruang wilayah 
yang aman, nyaman, berkeadilan, dan 
berkelanjutan. Tertibnya tata ruang 
suatu kawasan permukiman dan wilayah 
perkotaan atau perdesaan dapat dilihat 
antara lain dari tegaknya ketentuan 
sempadan-sempadan tersebut. 

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap 
orang wajib memiliki izin pemanfaatan 
ruang dan wajib melaksanakan setiap 
ketentuan perizinan dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. Perizinan 
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai 
upaya penertiban pemanfaatan ruang 


tersebut diberikan sebagai persyaratan 
sebelum calon pengguna ruang 
mengajukan izin pemanfaatan ruang. 

Dalam rangka melihat kesesuaian 
kesesuaian antara lokasi yang 
direncanakan calon pengguna ruang 
terhadap RTR, dilakukan proses 
penampalan antara koordinat lokasi yang 
direncanakan serta peruntukan ruang 
yang dimohonkan oleh calon pengguna 
ruang dengan RTR. Dalam proses 
perolehan izin pemanfaatan ruang, dapat 
dikenakan retribusi yang merupakan 
biaya untuk administrasi perizinan. 

Jenis izin pemanfaatan ruang dapat 
berupa: (a) Izin prinsip; (b) Izin lokasi; (c) 
Izin penggunaan pemanfaatan tanah; (d) 
Izin mendirikan bangunan; dan (e) Izin 
lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 


kewenangannya. 

d. Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat pembatalan izin, 
dapat dimintakan penggantian yang layak 
kepada instansi pemberi izin. 

e. Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai lagi akibat adanya 
perubahan rencana tata ruang wilayah 
dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan memberikan 
ganti kerugian yang layak. 

f. Setiap pejabat pemerintah 
yang berwenang menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan 
izinyangtidak sesuai dengan rencana tata 
ruang. 

Tantangan terpenting dalam aspek 
perizinan ini adalah perlunya sinkronisasi 
dari berbagai perizinan yang dikeluarkan 



Berdasarkan PP r5 Tflfoun 20\0, 
Pmal i60 ■ 167 


iZlN PRfNSiP 



IZIN LOKASI 


DiberiKan berdasarkan RTRW Kab/Kota 
Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk 
pelaksanaan kegiatan 

Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang> 1 
Ha utk rvon pertanoan dan > 25 Ha utk pertanian 


I Zl H 

PENGGUNAAN 

PEMANFAATAN 

TANAK 


Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan 
dasar untuk permohonan mendirikan bangunan 



IZIN 

MENDIRI KAK 

BANGUNAN 


* Dasar mendirikan bangunan dalam rangka 
pemanfaatan ruang 

* Diberikan berdasarkan peraturan zonasi 

* Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan 
bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan 


|I|M LAtN 

HSATUMh 

rtft-UU-A* 


Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing 
sektor dan/ instansi yang berwenang 


GAMBAR 3: BERBAGAI JENIS IZIN TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG 


sehingga setiap pemanfaatan ruang 
harus dilakukan sesuai dengan rencana 
tata ruang. Izin pemanfaatan ruang 
diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. 

Izin pemanfaatan ruang diberikan 
kepada calon pengguna ruang yang 
akan melakukan kegiatan pemanfaatan 
ruang pada suatu kawasan/zona 
berdasarkan rencana tata ruang. 
Pertimbangan teknis dalam proses 
pemberian izin pemanfaatan ruang 
merupakan persyaratan teknis 
dalam bidang penataan ruang, untuk 
melihat kesesuaian antara lokasi yang 
direncanakan calon pengguna ruang 
terhadap RTR. Pertimbangan teknis 


Dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007, diatur bahwa: 

a. Izin pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah menurut kewenangan 
masing-masing sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Izin pemanfaatan ruang yang 
dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan 
tidak melalui prosedur yang benar, batal 
demi hukum. 

c. Izin pemanfaatan ruang yang 
diperoleh melalui prosedur yang 
benar tetapi kemudian terbukti tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan 


oleh berbagai sektor yang berdampak 
langsung maupun tidak langsung 
terhadap tata ruang. Dalam tataran 
wilayah, perizinan tersebut terutama 
pada sektor kehutanan, pertambangan, 
dan perkebunan yang didasarkan 
pada pemberian Hak Guna Usaha 
(HGU). Secara umum, terkait dengan 
upaya pemerintah untuk memberikan 
kemudahan berinvestasi, proses 
perizinan dari berbagai sektor yang 
ada, bukan saja perlu disinkronisasikan 
melainkan juga perlu diintegrasikan dan 
disederhanakan. Pembentukan Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu atau 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah- 
daerah merupakan tahapan yang penting 
dalam upaya tersebut. 
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INSENTIF DAN DISINSENTIF PENATAAN RDANG 

Instrumen ketiga dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang yaitu 
Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang. 
Insentif penataan ruang diberikan 
untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang 
didorong pengembangannya, dengan 
tetap menghormati hak orang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Sedangkan disinsentif 
diberikan untuk kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dicegah, dibatasi, dan/atau 
dikurangi pengembangannya. 

Insentif dan disinsentif tata ruang 
dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah 
kepada pemerintah daerah; (b) 
pemerintah daerah kepada pemerintah 
daerah lainnya; dan (c) Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah kepada 
masyarakat. 


pemerintah daerah kepada pemerintah 
daerah lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, insentif 
dan disinsentif penataan ruang dapat 
berupa insentif dan disinsentif fiskal 
maupun non-fiskal. Pengembangan 
kriteria dan tata cara pemberian 
insentif dan disinsentif tata ruang perlu 
memperhatikan: 

a. mekanisme pengawasan yang dianut; 

b. pendanaan, prinsip ekonomi, 
khususnya ekonomi lingkungan, 
keuntungan dan kerugian dari pilihan 
mekanisme yg tersedia (doktrin); 

c. sistem pemantauan ketaatan 
(compliance monitoring) yang 
dianut, termasuk sistem penegakan 
hukum lingkungan; dan 

d. kondisi lokasi/kawasan, tujuan dari 
kebijakan, fasilitas terkait dengan 


kawasan tertentu perlu dilakukan 
pelarangan sepenuhnya atau perubahan 
peruntukan secara terbatas daripada 
penerapan disinsentif. Selain itu, 
disinsentif non-fiskal seperti pembatasan 
penyediaan prasarana-sarana umum 
(PSU) dapat bertentangan dengan 
standar pelayanan minimal dalam 
penyediaan pelayanan umum untuk 
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 

PENGENAAN SANKSI 

Pengenaan sanksi merupakan 
tindakan penertiban yang dilakukan 
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang dan 
peraturan zonasi. Dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang, pengenaan sanksi 
tidak hanya diberikan kepada pemanfaat 
ruang yang tidak sesuai dengan 


KRITERIA 


BENTUK 


TATA CARA 


INSENTIF I DISINSENTIF 


* Ketpfllan pemanfaatan ruang pada kawa&an * Hcgialan pemanfaatan ruang pada kawasan 

yang didorong pengembangannya yang dibatasi pengembangannya 

* Menghormati hak orang * Menghormati hak orang 


ffcML 


Hl-hi FiMLrfl 


* fentibenan 
keringanan 
pajak 

* Pengurangan 
distribusi 


■ Pembetian kofnptrajHi 

* 'Subsidi $iLang 

* Kpiwdalun ptririfun 

■ Imbalan 

* Sewa ruang 

* Unin saham 

* Penyediaan sarprus 

* ^ngahargaan 

* Publikasi & promosi 


Fiskal Nonfnkal 

* Kewalfcan memberi 
kompensasi 

* Persyaratan khusus, dalam 

- Pengenaan perfctaftit 

pajak tinggi * Kewajtkin memberi 

imbalan 

* Pembatasan penyediaan 
urpra* 



GAMBAR 4: KRITERIA, BENTUK BAN TATACARA INSENTIF BAN DISINSENTIF 


Mekanisme pemberian insentif 
untuk insentif tata ruang yang berasal 
dari Pemerintah diatur oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
terkait dengan bidang insentif yang 
diberikan. Mekanisme pemberian 
insentif tata ruang untuk insentif yang 
berasal dari pemerintah daerah provinsi 
diatur dengan peraturan gubernur. 
Mekanisme pemberian insentif tata 
ruang untuk insentif yang berasal dari 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
diatur dengan peraturan bupati/walikota. 
Mekanisme pemberian insentif tata 
ruang diatur berdasarkan kesepakatan 
bersama antar pemerintah daerah 
terkait, untuk insentif yang berasal dari 


teknologi yang tersedia, sumber daya 
alam, dan sistem hukum yang dianut. 

Penerapan pengaturan insentif 
dan disinsentif pada tingkat daerah 
memerlukan inovasi-inovasi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi masing-masing daerah serta 
penerapannya pada kawasan perkotaan 
atau non-perkotaan. Dalam penataan 
ruang, penerapan insentif perlu lebih 
dikedepankan daripada disinsentif. Hal 
ini karena kebijakan disinsentif pada 
umumnya diterapkan pada kawasan- 
kawasan yang perlu dilindungi atau 
dihindari untuk terjadinya perubahan 
peruntukan. Oleh karena itu, suatu 


ketentuan perizinan pemanfaatan 
ruang, tetapi dikenakan pula kepada 
pejabat pemerintah yang berwenang 
yang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang. 

Setiap orang yang melakukan 
pelanggaran di bidang penataan 
ruang dikenakan sanksi administratif. 
Pelanggaran di bidang penataan ruang 
tersebut meliputi: pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang; pemanfaatan ruang yang 
tidak sesuai dengan izin pemanfaatan 
ruang yang diberikan oleh pejabat 
yang berwenang; pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan persyaratan 
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Bentuksanksi 
administratif itu 
sendiri dapat 
berupa: peringatan 
tertulis, penghentian 
sementara kegiatan, 
penghentian 
sementara pelayanan 
umum; penutupan 
lokasi; pencabutan 
izin, pembatalan 
izin, pembongkaran 
bangunan; pemulihan 
fungsi ruang; 
dan/atau denda 
administratif. 


izin yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang; dan menghalangi akses 
terhadap kawasan yang dinyatakan oleh 
peraturan perundang-undangan sebagai 
milik umum. 

Pemanfaatan ruangyang tidak sesuai 
dengan persyaratan izin yang diberikan 
oleh pejabat yang berwenang meliputi: 
a. melanggar batas sempadan yang telah 
ditentukan; b. melanggar ketentuan 
koefisien lantai bangunan yang telah 
ditentukan; c. melanggar ketentuan 
koefisien dasar bangunan dan koefisien 
dasar hijau; d. melakukan perubahan 
sebagian atau keseluruhan fungsi 
bangunan; e. melakukan perubahan 
sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; 
dan/atau f. tidak menyediakan fasilitas 
sosial atau fasilitas umum sesuai dengan 
persyaratan dalam izin pemanfaatan 
ruang. 

Bentuk sanksi administratif itu 
sendiri dapat berupa: peringatan tertulis, 
penghentian sementara kegiatan, 
penghentian sementara pelayanan 
umum; penutupan lokasi; pencabutan 
izin, pembatalan izin, pembongkaran 
bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/ 
atau denda administratif. 

Sanksi administratif terhadap 
pelanggaran penataan ruang dikenakan 
berdasarkan besar atau kecilnya dampak 


yang ditimbulkan akibat pelanggaran 
penataan ruang; nilai manfaat pemberian 
sanksi yang diberikan terhadap 
pelanggaran penataan ruang; dan/atau 
kerugian publik yang ditimbulkan akibat 
pelanggaran penataan ruang. Selain 
sanksi administratif, Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang juga telah mengatur pengenaan 
sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk 
pelanggaran pidana pemanfaatan ruang. 

Pelaksanaan pengenaan sanksi, baik 
administraif maupun pidana, sangat 
membutuhkan peran dari Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan 
Ruang serta kerjasamanya dengan pihak 
Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS 
pada Kepolisian pada setiap tingkatan 
daerah (Polda atau Polres). Hingga saat 
ini terdapat beberapa tantangan terkait 
dengan peningkatan fungsi dari PPNS 
ini, seperti: masalah kelembagaan PPNS, 
baik di tingkat pusat maupun daerah; 
masalah status dan pengembangan 
karier PPNS sebagai aparatur sipil 
negara; serta masalah administrasi 
dan operasionalisasi bagi PPNS dalam 
menjalankan tugasnya. 

Secara umum tugas PPNS dimulai 
dari instansi atau satuan kerj a perangkat 
daerah (SKPD) yang mempunyai tugas 
dan fungsi dalam penataan ruang. 


GAMBAR 5: PROSES PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG 


ranah 
BIROKRASI & 
PPNS 


RANAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(PPNS) 


RANAH APARAT 
PENEGAK HUKUM 


PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN 

PENGADILAN 


PEMANTAUAN 

• l^neiinann 
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Selanjutnya secara independen PPNS 
harus melaksanakan tugasnya dalam 
pengawasan, pengamatan, penelitian 
dan pemeriksaan serta pengumpulan 
bahan bukti dan keterangan terkait 
dengan adanya indikasi pelanggaran 
pemanfaatan ruang. Apabila 
dalam proses pro-justicia tersebut 
diketemukan indikasi tindak pidana 
maka PPNS berkoordinasi dengan pihak 
Korwas Kepolisian untuk membawa 
kasus tersebut pada ranah penegakan 
hukum. 

MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG 

Upaya pencegahan dapat 
dilakukan secara efektif bila dilakukan 
langkah-langkah pengawasan 
terhadap pemanfaatan ruang di satu 
sisi, dan peningkatan kesadaran 
masyarakat agar berperilaku tertib 
serta bertanggungjawab dalam 
pemanfaatan ruang di sisi lain. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Ruang disebutkan bahwa pengawasan 
dilakukan melalui kegiatan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan. Pemantauan 
dan evaluasi sebagai wujud pengawasan 
terhadap pelaksanaan penataan ruang, 
khususnya dalam pemanfaatan ruang, 
merupakan kegiatan yang sangat 
penting dalam implementasi RTRW 
dan RDTR. 

Selain itu, pemantauan dan 
evaluasi terhadap pemanfaatan 
ruang juga menjadi penting sebagai 


suatu mekanisme untuk mengetahui 
seberapa efektif RTRW dilaksanakan. 
Pemantauan dan evaluasi tersebut 
sekaligus menjadi salah satu masukan 
dalam proses peninjauan kembali 
RTRW yang dilakukan setiap lima tahun. 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi 
dilakukan secara berkelanjutan. Data 
dan informasi dari kegiatan pemantauan 
digunakan sebagai data masukan dalam 
proses kegiatan evaluasi. Di dalam 
kegiatan evaluasi, hasil pemantauan 
dianalisis dan diolah sehingga 
menghasilkan informasi bagi penilaian 
kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap 
rencana tata ruang wilayah 

Bentuk pengawasan penataan 
ruang meliputi pengawasan teknis 
dan pengawasan khusus. Pengawasan 
teknis merupakan pengawasan terhadap 
keseluruhan proses penyelenggaraan 
penataan ruang yang dilakukan secara 
berkala. Sedangkan pengawasan khusus 
dilakukan sesuai kebutuhan terhadap 
permasalahan khusus penataan ruang. 

PENUTUP 

Saat ini, pengendalian pemanfaatan 
ruang di Indonesia menghadapi 
berbagai isu strategis dan tantangan, 
antara lain: tidak sesuainya 
pemanfaatan ruang dengan rencana 
tata ruang atau terjadinya alih fungsi 
lahan, seperti misalnya, banyaknya 
lahan-lahan pertanian subur (LP2B) 
yang seharusnya dijaga dalam rangka 
untuk mendukung produksi pangan 
nasional agar tercapai swasembada 
pangan, banyak dikonversi menjadi 
penggunaan lain seperti menjadi 


Upaya pencegahan 
dapat dilakukan 
secara efektif bila 
dilakukan langkah- 
langkah pengawasan 
terhadap 
pemanfaatan 
ruang di satu sisi, 
dan peningkatan 
kesadaran 
masyarakat 
agar berperilaku 
tertib serta 
bertanggungjawab 
dalam pemanfaatan 
ruang di sisi lain. 

kawasan perumahan, kawasan industri, 
dan sebagainya, yang tentunya itu 
semua mengancam kedaulatan pangan 
nasional; belum lengkapnya pengaturan 
atau norma, standar, prosedur dan 
kriteria (NSPK); kurangnya keterlibatan 
masyarakat dan dunia usaha dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang; 
serta belum lengkapnya struktur 
kelembagaan pengawasan dan 
pengendalian. 

Upaya pengendalian pemanfaatan 
ruang di Indonesia dilakukan melalui 
instrumen yang bersifat pencegahan 
(pengaturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif) 
serta instrumen yangbersifat penertiban 
terhadap pelanggaran pemanfaatan 
ruang yang telah terjadi (pengenaan 
sanksi). Dalam pelaksanaannya, 
penerapan instrumen pencegahan 
lebih diutamakan dibandingkan dengan 
instrumen penertiban, antara lain 
karena pertimbangan waktu dan biaya 
pelaksanaannya. Adapun tujuan utama 
pengendalian pemanfaatan ruang yaitu 
agar pelaksanaan pembangunan dapat 
dilakukan sesuai dengan rencana tata 
ruang. • (red) 
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